WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 125 TAHUN
2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :a.bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar
rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama, antar obyek
belanja dalam jenis belanja yang sama, maka perlu penyesuaian
penyediaan anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut kodefikasi
rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 85
Tahun 2016, Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016, Peraturan
Walikota Nomor 60 Tahun 2016, Peraturan Walikota Nomor 75
Tahun 2016, Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2016, Peraturan
Walikota Nomor 84 Tahun 2016, dan Peraturan Walikota Nomor
119 Tahun 2016, maka perlu menyesuaikan Nomenklatur
Organisasi Perangkat Daerah serta Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur,
Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 353,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015tentang
Perubahan Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
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Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan
Struktural;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun
2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);



32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah denganPeraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2016 Nomor 6);

33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

35. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 7);

36. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2016tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor
125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURANWALIKOTATENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG
PENJABARANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUNANGGARAN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor
125) diubah sebagai berikut :

Urusan . 04-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN
FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

Macam Urusan : 04.07 - KEUANGAN

Unit Organisasi : 04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH

Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 2
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAHKOTA YOGYAKARTA,
ttd

TITIK SULASTRI

BERITADAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017NOMOR 4



URUSAN
MACAM URUSAN
UNIT ORGANISASI

4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

07 KEUANGAN
4.07.01 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LAMPIRAN | : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman :

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN

KODE REKENING

URAIAN

KETERANGAN

4.07.01

4.07.4.07.01.000.000.4
4.07.4.07.01.000.000.4.2
4.07.4.07.01.000.000.4.2.1

4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.01
4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.01.03

4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.01.04

4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.01.05

4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.01.06

4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.02
4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.02.02

4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.02.07

4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.02.11

4.07.4.07.01.000.000.4.2.2
4.07.4.07.01.000.000.4.2.2.01
4.07.4.07.01.000.000.4.2.2.01.01

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3
4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.01
4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.01.02

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.01.04

SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PENDAPATAN DAERAH

DANA PERIMBANGAN

DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK

Bagi Hasil Pajak.

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
21

Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas

Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat

Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU)

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Dana Alokasi Khusus Fisik

Pelayanan Rujukan

Keluarga Berencana

999,163,840,000
883,018,834,000
62,454,190,000

59,439,531,000
54,227,578,000

1,755,482,000

3,397,955,000

58,516,000

3,014,659,000
2,607,000

1,493,124,000

1,518,928,000

670,278,830,000
670,278,830,000
670,278,830,000

150,285,814,000
60,138,000,000
39,755,000,000

689,000,000

4.07.01

4.07.4.07.01.000.000.4
4.07.4.07.01.000.000.4.2
4.07.4.07.01.000.000.4.2.1

4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.01
4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.01.03

4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.01.04

4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.01.05

4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.01.06

4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.02
4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.02.02

4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.02.07

4.07.4.07.01.000.000.4.2.1.02.11

4.07.4.07.01.000.000.4.2.2
4.07.4.07.01.000.000.4.2.2.01
4.07.4.07.01.000.000.4.2.2.01.01

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3
4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.01
4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.01.02

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.01.04

SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PENDAPATAN DAERAH
DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK

Bagi Hasil Pajak.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas

Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat

Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU)

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Dana Alokasi Khusus Fisik

Pelayanan Rujukan

Keluarga Berencana

999,163,840,000
883,018,834,000
62,454,190,000

59,439,531,000
54,227,578,000

1,755,482,000

3,397,955,000

58,516,000

3,014,659,000
2,607,000

1,493,124,000

1,518,928,000

670,278,830,000
670,278,830,000
670,278,830,000

150,285,814,000
60,138,000,000
39,755,000,000

689,000,000




Halaman : 2

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN

KODE REKENING

URAIAN

KETERANGAN

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.01.11

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.01.12

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.01.13

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02
4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.01

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.02

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.03

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.04

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.06

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.07

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.08

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.09

4.07.4.07.01.000.000.4.3
4.07.4.07.01.000.000.4.3.3

4.07.4.07.01.000.000.4.3.3.01
4.07.4.07.01.000.000.4.3.3.01.01

4.07.4.07.01.000.000.4.3.3.01.03

4.07.4.07.01.000.000.4.3.3.01.05

4.07.4.07.01.000.000.4.3.3.01.07

4.07.4.07.01.000.000.4.3.3.01.08

Infrastruktur Publik Daerah

Infrastruktur Pemerintah Daerah (Irigasi)

Pelayanan Kesehatan Dasar

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

Tunjangan Profesi Guru PNSD

Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Bantuan Operasional Kesehatan

Akreditasi Puskesmas

Jaminan Persalinan

Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Pelayanan Adminduk

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH

DAERAH LAINNYA
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

Bagi Hasil Dari Pajak Rokok

15,153,000,000

3,775,000,000

766,000,000

90,147,814,000
10,686,600,000

67,748,819,000

1,293,000,000

6,738,207,000

1,814,260,000

459,547,000

317,750,000

1,089,631,000

116,145,006,000
108,645,006,000

108,645,006,000
38,585,261,400

23,086,485,000

26,839,758,300

8,293,500

20,125,207,800

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.01.11

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.01.12

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.01.13

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02
4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.01

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.02

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.03

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.04

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.06

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.07

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.08

4.07.4.07.01.000.000.4.2.3.02.09

4.07.4.07.01.000.000.4.3
4.07.4.07.01.000.000.4.3.3

4.07.4.07.01.000.000.4.3.3.01
4.07.4.07.01.000.000.4.3.3.01.01

4.07.4.07.01.000.000.4.3.3.01.03

4.07.4.07.01.000.000.4.3.3.01.05

4.07.4.07.01.000.000.4.3.3.01.07

4.07.4.07.01.000.000.4.3.3.01.08

Infrastruktur Publik Daerah

Infrastruktur Pemerintah Daerah (Irigasi)

Pelayanan Kesehatan Dasar

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

Tunjangan Profesi Guru PNSD

Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Bantuan Operasional Kesehatan

Akreditasi Puskesmas

Jaminan Persalinan

Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Pelayanan Adminduk

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH

LAINNYA
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

Bagi Hasil Dari Pajak Rokok

15,153,000,000

3,775,000,000

766,000,000

90,147,814,000
10,686,600,000

67,748,819,000

1,293,000,000

6,738,207,000

1,814,260,000

459,547,000

317,750,000

1,089,631,000

116,145,006,000
108,645,006,000

108,645,006,000
38,585,261,400

23,086,485,000

26,839,758,300

8,293,500

20,125,207,800




Halaman : 3
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
KETERANGAN
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN KODE REKENING URAIAN

4.07.4.07.01.000.000.4.3.4 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 7,500,000,000(4-074.07.01.000.000.4.3.4 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 7,500,000,000
4.07.4.07.01.000.000.4.3.4.01 Dana Penyesuaian 7.500,000,000 4.07.4.07.01.000.000.4.3.4.01 Dana Penyesuaian 7,500,000,000
4.07.4.07.01.000.000.4.3.4.01.02 Dana Insentif Daerah 7,500,000,000 4.07.4.07.01.000.000.4.3.4.01.02 Dana Insentif Daerah 7,500,000,000
4.07.4.07.01.000.000.5 BELANJA DAERAH 62,521,247,418|4-07.4.07.01.000.000.5 BELANJA DAERAH 62,521,247,418
4.07.4.07.01.000.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 62,521,247,418|4.07:4.07.01.000.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 62,521,247,418
4.07.4.07.01.000.000.5.1.4 BELANJA HIBAH 56,403,185,000 4.07.4.07.01.000.000.5.1.4 BELANJA HIBAH 56,403,185,000
4.07.4.07.01.000.000.5.1.4.01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah 1,664,259,000 4.07.4.07.01.000.000.5.1.4.01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah 1,664,259,000
4.07.4.07.01.000.000.5.1.4.01.01 Hibah Kepada Pemerintah Pusat 1,664,259,000(4-07.4.07.01.000.000.5.1.4.01.01 Hibah Kepada Pemerintah Pusat 1,664,259,000

Satuan Polisi Pamong Praja 1,664,259,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1,664,259,000
4.07.4.07.01.000.000.5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Masyarakat 19,819,840,0004-07-4.07.01.000.000.5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Masyarakat 19,819,840,000
4.07.4.07.01P.000.000.5.1.4.05.01 Badan/Lembaga/Organisasi 19,819,840,000(4.07.4.07.01P.000.000.5.1.4.05.01 Badan/Lembaga/Organisasi 19,819,840,000

Dinas Pendidikan 411,533,000 Dinas Pendidikan 411,533,000

Dinas Kesehatan 408,730,000 Dinas Kesehatan 408,730,000

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11,192,377,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 11,192,377,000

Kantor Kesatuan Bangsa 5,500,000,000 Kantor Kesatuan Bangsa 5,500,000,000

13 Kecamatan (RT Se Kota Yogyakarta) 2,287,200,000 13 Kecamatan (RT Se Kota Yogyakarta) 2,287,200,000

Dinas Sosial 20,000,000 Dinas Sosial 20,000,000
4.07.4.07.01.000.000.5.1.4.06 Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan 64,886,000 4.07.4.07.01.000.000.5.1.4.06 Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan 64,886,000
4.07.4.07.01.000.000.5.1.4.06.01 Kelompok/Anggota Masyarakat 64,886,000(4.07.4.07.01.000.000.5.1.4.06.01 Kelompok/Anggota Masyarakat 64,886,000

Dinas Sosial 20,426,000 Dinas Sosial 20,426,000

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 44,460,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 44,460,000
4.07.4.07.01.000.000.5.1.4.07 Belanja Hibah Dana Bos 34,854,200,000(4-07-4.07.01.000.000.5.1.4.07 Belanja Hibah Dana Bos 34,854,200,000

4.07.4.07.01.000.000.5.1.4.07.01

4.07.4.07.01.000.000.5.1.4.07.02

4.07.4.07.01.000.000.5.1.4.07.03

Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta

Dinas Pendidikan
Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta

Dinas Pendidikan

Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD Swasta (SPS, TPA, KB, TK)

Dinas Pendidikan

11,112,000,000

10,560,000,000

13,182,200,000

11,112,000,000

10,560,000,000

13,182,200,000

4.07.4.07.01.000.000.5.1.4.07.01

4.07.4.07.01.000.000.5.1.4.07.02

4.07.4.07.01.000.000.5.1.4.07.03

Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta

Dinas Pendidikan
Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta

Dinas Pendidikan

Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD Swasta (SPS, TPA, KB, TK)

Dinas Pendidikan

11,112,000,000

10,560,000,000

13,182,200,000

11,112,000,000

10,560,000,000

13,182,200,000




Halaman : 4
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
KETERANGAN
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN KODE REKENING URAIAN

4.07.4.07.01.000.000.5.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 1,907,400,000|4.07.4.07.01.000.000.5.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 1,907,400,000
4.07.4.07.01.000.000.5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan 637,400,000(4.07.4.07.01.000.000.5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang 637,400,000

Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain

Keagamaan dan Bidang Lain

4.07.4.07.01.000.000.5.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, 637,400,000 4.07.4.07.01.000.000.5.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, 637,400,000

Keagamaan dan Bidang Lain Keagamaan dan Bidang Lain

Dinas Sosial 637,400,000 Dinas Sosial 637,400,000
4.07.4.07.01.000.000.5.1.5.04 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau 1,270,000,000(4.07.4.07.01.000.000.5.1.5.04 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat 1,270,000,000

Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan Yang Tidak Dapat Direncanakan
4.07.4.07.01.000.000.5.1.5.04.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat 1,270,000,000|4.07.4.07.01.000.000.5.1.5.04.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang 1,270,000,000

yang Tidak Dapat Direncanakan Tidak Dapat Direncanakan

Dinas Kebakaran 280,000,000 Dinas Kebakaran 280,000,000

Dinas Sosial 990,000,000 Dinas Sosial 990,000,000
4.07.4.07.01.000.000.5.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA 1,210,662,418(4.07.4.07.01.000.000.5.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, 1,210,662,418

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, DAN PEMERINTAHAN DESA, DAN PEMERINTAHAN DESA, PARTAI POLITIK

PARTAI POLITIK
4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/kota 475,000,000(4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/kota 475,000,000
4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.02.01 Belanja Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Kota 475,000,000(4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.02.01 Belanja Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Kota 475,000,000
4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 735,662,4184-07:4.07.01.000.000.5.1.7.05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 735,662,418
4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.01 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 266,155,256(4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.01 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 266,155,256
4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.02 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat 44,904,826]4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.02 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat 44,904,826
4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.03 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN) 106,660,592(4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.03 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN) 106,660,592
4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.04 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS) 64,050,802(4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.04 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS) 64,050,802
4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.05 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya 61,211,298(4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.05 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya 61,211,298
4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.06 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP) 72,641,680(4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.06 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP) 72,641,680
4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.07 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra 92,900,7144.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.07 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra 92,900,714
4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.08 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat 27,137,250(4.07.4.07.01.000.000.5.1.7.05.08 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat 27,137,250
4.07.4.07.01.000.000.5.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 3,000,000,0004-07-4.07.01.000.000.5.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 3,000,000,000
4.07.4.07.01.000.000.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000(4-07-4.07.01.000.000.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000
4.07.4.07.01.000.000.5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000#-07-4.07.01.000.000.5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000
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DAFTAR PERUBAHAN NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran Il
Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 13 Tahun 201

Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

Keterangan
No Nama Penerima Alamat Penerima Jumlah (Rp) |No Nama Penerima Alamat Penerima Jumlah (Rp) 9
A |Dinas Pendidikan 31,200,000,000 | A |[Dinas Pendidikan 31,200,000,000
1 |[BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA 1 |[BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
TK 220 lembaga X Rp. 10,000,000 2,200,000,000 TK 220 lembaga X Rp. 22,000,000 Se Kota Yogyakarta 4,840,000,000
KB 127 lembaga X Rp. 12,000,000 1,524,000,000 KB 127 lembaga X Rp. 12,000,000 Se Kota Yogyakarta 1,524,000,000
[TPA 89 lembaga X Rp. 12,000,000 1,068,000,000 TPA 89 lembaga X Rp. 12,000,000 Se Kota Yogyakarta 1,068,000,000
SPS 714 lembaga X Rp. 12,000,000 8,568,000,000 SPS 494 lembaga X Rp. 12,000,000 Se Kota Yogyakarta 5,928,000,000
SD 9,600 orang X Rp. 750,000 7,200,000,000 SD 9,600 orang X Rp. 750,000 Se Kota Yogyakarta 7,200,000,000
SMP 6,000 orang X Rp. 1,000,000 6,000,000,000 SMP 6,000 orang X Rp. 1,000,000 Se Kota Yogyakarta 6,000,000,000
SMA 2,600 orang X Rp. 1,000,000 2,600,000,000 SMA 2,600 orang X Rp. 1,000,000 Se Kota Yogyakarta 2,600,000,000
SMK 1,700 orang X Rp. 1,200,000 2,040,000,000 SMK 1,700 orang X Rp. 1,200,000 Se Kota Yogyakarta 2,040,000,000
B ||Dinas Kesehatan 318,315,000 (| B [Dinas Kesehatan 318,315,000
1 ||Komisi Penanaaulanaan AIDS (KPA) JI. Kenari No 56 Yogyakarta 318.315.000 [ 1 (IKomisi Penanaaulanaan AIDS (KPA) JI. Kenari No 56 Yogyakarta 318.315.000
C [Dinas Ketertiban 104,364,000 (| C |Dinas Ketertiban 104,364,000
1 [|Polresta Yogyakarta JI. Reksobayan Yogyakarta 104,364,000 | 1 |[Polresta Yogyakarta JI. Reksobayan Yogyakarta 104,364,000
D as Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 265,435,000 || D [Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 265,435,000
1 ||[Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Yogyakarta JI. Kapas 3/C Yogyakarta 15,000,000 1 |[Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Yogyakarta JI. Kapas 3/C Yogyakarta 15,000,000
2 [Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Yogyakarta JI. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta 15,000,000 | 2 [lkatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Yogyakarta JI. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta 15,000,000
3 [|Dewan Harian Cabang Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 (DHC 45) Kota JI. Kenari 28 Yogyakarta 50,000,000 3 ||Dewan Harian Cabang Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 (DHC 45) Kota JI. Kenari 28 Yogyakarta 50,000,000
Yogyakarta Yogyakarta
4 |[Komisi Lanjut Usia Cokro Adi Mulyo Kel. Cokrodiningratan, Kec.Jetis Kota Yogyakarta Kel. Cokrodiningratan JT 11//129, Kec.Jetis Kota Yogyakarta 3,500,000 4 |[Komisi Lanjut Usia Cokro Adi Mulyo Kel. Cokrodiningratan, Kec.Jetis Kota Yogyakarta Kel. Cokrodiningratan JT 11/129, Kec.Jetis Kota Yogyakarta 3,500,000
5 |[Komisi Lanjut Usia Dharmaning Wreda Kel. Gowongan, Kec.Jetis Kota Yogyakarta Gowongan Lor JT 111/210, Kec.Jetis Kota Yogyakarta 3,500,000 5 |[Komisi Lanjut Usia Dharmaning Wreda Kel. Gowongan, Kec.Jetis Kota Yogyakarta Gowongan Lor JT 111/210, Kec.Jetis Kota Yogyakarta 3,500,000
6 |[Komisi Lanjut Usia Kel.Prawirodirjan, Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta J1. Ireda No. 39 Kota Yogyakarta 3,500,000 6 [|Komisi Lanjut Usia Kel.Prawirodirjan, Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta JI. Ireda No. 39 Kota Yogyakarta 3,500,000
7 |[Komisi Lanjut Usia Kel.Ngupasan, Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta Ratmakan GM./662, Kel. Ngupasan, Gondomanan Kota Yogyakarta 3,500,000 7 |[Komisi Lanjut Usia Kel.Ngupasan, Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta Ratmakan GM.1/662, Kel. Ngupasan, Gondomanan Kota Yogyakarta 3,500,000
8 |[Komisi Lanjut Usia Wredho Ngesthi Husodo Kel.Panembahan, Kec. Kraton Kota JI. Gamelan No.11 Kota Yogyakarta 3,500,000 8 ||Komisi Lanjut Usia Wredho Ngesthi Husodo Kel.Panembahan, Kec. Kraton Kota JI. Gamelan No.11 Kota Yogyakarta 3,500,000
Yogyakarta Yogyakarta
9 |[Komisi Lanjut Usia Wreda Darma Kel.Patehan, Kec. Kraton Kota Yogyakarta JI. Nagan Lor No. 8 A Kota Yogyakarta 3,500,000 9 [|Komisi Lanjut Usia Wreda Darma Kel.Patehan, Kec. Kraton Kota Yogyakarta JI. Nagan Lor No. 8 A Kota Yogyakarta 3,500,000
10 |[Komisi Lanjut Usia Ngudisaras Kel.Kadipaten, Kec. Kraton Kota Yogyakarta Komplek nDalem Mangkubumi KT 111/372 Yogyakarta 3,500,000 || 10 [[Komisi Lanjut Usia Ngudisaras Kel.Kadipaten, Kec. Kraton Kota Yogyakarta Komplek nDalem Mangkubumi KT 111/372 Yogyakarta 3,500,000
11 |[Komisi Lanjut Usia Kusumaning Jati Kel.Klitren, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Klitren Lor GK 111/344 Yogyakarta 3,500,000 |[ 11 ||Komisi Lanjut Usia Kusumaning Jati Kel.Klitren, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Klitren Lor GK 111/344 Yogyakarta 3,500,000
12 |[Komisi Lanjut Usia Bugar Kel.Terban, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Gang Puntodewo JI. Cik Di Tiro Yogyakarta 3,500,000 || 12 |[Komisi Lanjut Usia Bugar Kel.Terban, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Gang Puntodewo JI. Cik Di Tiro Yogyakarta 3,500,000
13 |[Komisi Lanjut Usia Gotong Royong Kel.Kotabaru, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta JI. Juwadi No. 29 Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta 3,500,000 || 13 |[Komisi Lanjut Usia Gotong Royong Kel.Kotabaru, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta JI. Juwadi No. 29 Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta 3,500,000
14 |[Komisi Lanjut Usia Setara Kel.Demangan, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta JI. Munggur No. 32 Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta 3,500,000 || 14 |[Komisi Lanjut Usia Setara Kel.Demangan, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta [JI. Munggur No. 32 Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta 3,500,000
15 |[Komisi Lanjut Usia Segoro Wredo Mulyo Kel.Kricak, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta JI. Jatimulyo TR 1/166, Yogyakarta 3,500,000 |[ 15 |[Komisi Lanjut Usia Segoro Wredo Mulyo Kel.Kricak, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta JI. Jatimulyo TR 1/166, Yogyakarta 3,500,000
16 |[Komisi Lanjut Usia Adi Yuswo Kel.Bener, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta Kel.Bener, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta 3,500,000 || 16 |[Komisi Lanjut Usia Adi Yuswo Kel.Bener, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta Kel.Bener, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta 3,500,000
17 |[Komisi Lanjut Usia Dewanata Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta JI. Timoho 11/334, Miliran Yogyakarta 3,500,000 || 17 ||Komisi Lanjut Usia Dewanata Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta JI. Timoho 11/334, Miliran Yogyakarta 3,500,000
18 |[Komisi Lanjut Usia Seger Waras Kel.Pandeyan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Kel.Pandeyan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta 3,500,000 || 18 |[Komisi Lanjut Usia Seger Waras Kel.Pandeyan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Kel.Pandeyan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta 3,500,000
19 |[Komisi Lanjut Usia Wreda Mandiri Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Nitikan Baru Gang Aries No. 50 Sorosutan, Kec. Umbulharjo Kota 3,500,000 || 19 [|Komisi Lanjut Usia Wreda Mandiri Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Nitikan Baru Gang Aries No. 50 Sorosutan, Kec. Umbulharjo Kota 3,500,000
Yoavakarta Yoavakarta
20 ([Komisi Lanjut Usia Sehat Seiahtera Kel. Semaki, Kec. Umbulhario Kota Yoavakarta Kel. Semaki, Kec. Umbulhario Kota Yoavakarta 3,500,000 (| 20 |(Komisi Laniut Usia Sehat Seiahtera Kel. Semaki, Kec. Umbulhario Kota Yogvakarta Kel. Semaki, Kec. Umbulhario Kota Yogvakarta 3,500,000
21 |[Komisi Lanjut Usia Surva Saroia Kel. Survatmaian, Kec. Danureian Kota Yoayakarta Kel. Survatmaijan, Kec. Danureian Kota Yoavakarta 3,500,000 || 21 [[Komisi Lanijut Usia Surya Saroia Kel. Survatmaian, Kec. Danureian Kota Yoavakarta Kel. Survatmaian, Kec. Danurejan Kota Yoavakarta 3,500,000
22 [[Komisi Lanjut Usia Wredo Utomo Kel. Bausasran, Kec. Danureijan Kota Yogyakarta Macanan DN 111/371 Kota Yoavakarta 3,500,000 || 22 [[Komisi Laniut Usia Wredo Utomo Kel. Bausasran, Kec. Danureian Kota Yogvakarta Macanan DN 111/371 Kota Yogvakarta 3,500,000
23 ([Komisi Lanjut Usia Wreda Kirana, Kel Teqalpanaauna, Kec. Danureian Kota Yoavakarta Teaalpangauna DN 2/895 Kec. Danureian Kota Yoavakarta 3,500,000 |f 23 [[Komisi Laniut Usia Wreda Kirana, Kel Tegalpanaauna, Kec. Danurejan Kota Yoavakarta  |[Tegalpanaqung DN 2/895 Kec. Danureian Kota Yoavakarta 3.500,000
24 |[Komisi Lanjut Usia Suryo Adi Yuswo, Kel Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron Kota Suryodiningratan MJ.2/726 A Kota Yogyakarta 3,500,000 || 24 [[Komisi Lanjut Usia Suryo Adi Yuswo, Kel Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron Kota Suryodiningratan MJ.2/726 A Kota Yogyakarta 3,500,000
Yogyakarta Yogyakarta
25 [[Komisi Lanjut Usia Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta Gedongkiwo MJ. 1/649, Yogyakarta 3,500,000 || 25 [|Komisi Lanjut Usia Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta Gedongkiwo MJ. 1/649, Yogyakarta 3,500,000
26 (|Komisi Lanjut Usia Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta JI. Mantriieron MJ. 111/493 B, Yogyakarta 3,500,000 (| 26 [[Komisi Lanjut Usia Kel. Mantriieron, Kec. Mantrijeron Kota Yoavakarta JI. Mantriieron MJ. 11/493 B, Yogyakarta 3,500,000
27 [[Komisi Lanjut Usia Prenggo Utomo, Kel Prenggan, Kec. Kotagede Kota Yogvakarta JI. Nvi Pembayun No. 40, Yogyakarta 3,500,000 (| 27 |[Komisi Lanjut Usia Prenggo Utomo, Kel Prenggan, Kec. Kotagede Kota Yogyakarta JI. Nyi Pembayun No. 40, Yogyakarta 3,500,000
28 |[Komisi Lanjut Usia, Kel Purbayan Kec. Kotagede Kota Yogyakarta JI. Kemasan No. 39 A Yogyakarta 3,500,000 || 28 |[Komisi Lanjut Usia, Kel Purbayan Kec. Kotagede Kota Yogyakarta JI. Kemasan No. 39 A Yogyakarta 3,500,000
29 |[[Komisi Lanjut Usia, Kel Rejowinangun Kec. Kotagede Kota Yogyakarta JI. Adisari No. 754 Yogyakarta 3,500,000 || 29 (|Komisi Lanjut Usia, Kel Rejowinangun Kec. Kotagede Kota Yogyakarta JI. Adisari No. 754 Yogyakarta 3,500,000
30 [|Komisi Lanjut Usia, Kel Notoprajan Kec. Ngampilan Kota Yogyakarta JI. KH. Wakhid Hasyim No. 4 Yogyakarta 3,500,000 || 30 (|Komisi Lanjut Usia, Kel Notopraijan Kec. Ngampilan Kota Yoqgyakarta [JI. KH. Wakhid Hasyim No. 4 Yogvakarta 3,500,000
31 |[Komisi Lanjut Usia Asri, Kel Ngampilan Kec. Ngampilan Kota Yogyakarta Purwodiningratan NG. 1/922 Yogyakarta 3,500,000 || 31 |[Komisi Lanjut Usia Asri, Kel Ngampilan Kec. Ngampilan Kota Yogyakarta Purwodiningratan NG. 1/922 Yogyakarta 3,500,000
32 [|Komisi Lanjut Usia Wira Lestari, Kel Wirobraian, Kec. Wrobraian Kota Yoavakarta JI. Kresno No. 1 Yoavakarta 3,500,000 (| 32 |[Komisi Laniut Usia Wira Lestari, Kel Wirobrajan, Kec. Wrobrajan Kota Yoavakarta JI. Kresno No. 1 Yoavakarta 3.500.000
33 [|Komisi Lanjut Usia Werdho Rahario, Kel Pakuncen, Kec. Wrobraian Kota Yoavakarta JI. Tegalmulyo No. 12 Pakuncen Yoavakarta 3,500,000 (| 33 |(Komisi Laniut Usia Werdho Rahario, Kel Pakuncen, Kec. Wrobraian Kota Yoavakarta JI. Teaalmulyo No. 12 Pakuncen Yoavakarta 3.500.000
34 |[Komisi Lanjut Usia Sosro Tresno Wredha Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen Kota |lJI. Sosrowijayan 21 Yogyakarta 3,500,000 || 34 [[Komisi Lanjut Usia Sosro Tresno Wredha Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen Kota [|JI. Sosrowijayan 21 Yogyakarta 3,500,000
Yogyakarta Yogyakarta
35 |[Komisi Lanjut Usia Sapta Wredhatama Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Kota JI. Letjen Suprapto 84 Yogyakarta 3,500,000 || 35 |[Komisi Lanjut Usia Sapta Wredhatama Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Kota JI. Letien Suprapto 84 Yogyakarta 3,500,000
Yogyakarta Yogyakarta
36 [|Komisi Lanjut Usia Sekar Arum Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta JI. Ireda 70 Yogvakarta 3,500,000 (| 36 |[[Komisi Lanjut Usia Sekar Arum Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta J1. Ireda 70 Yogyakarta 3,500,000
37 [|Komisi Lanjut Usia Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan Kota Yogvakarta Mergangsan Kidul MG.1I/ 1168 Yogyakarta 3,500,000 (| 37 |[Komisi Lanjut Usia Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta Mergangsan Kidul MG.1l/ 1168 Yogyakarta 3,500,000
38 [[Komisi Lanjut Usia Wreda Utama, Kel Gunungketur, Kec. Pakualaman Kota Yogyakarta JI. Javaningprangan 10 Yogyakarta 3,500,000 || 38 [[Komisi Lanjut Usia Wreda Utama, Kel Gunungketur, Kec. Pakualaman Kota Yogyakarta JI. Jayaningprangan 10 Yogvakarta 3,500,000
39 |[Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Yogyakarta JI. Kerto UH 2/736 Yogyakarta 11,935,000 || 39 |[Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Yogyakarta JI. Kerto UH 2/736 Yogyakarta 11,935,000
40 |[Komisi Lanjut Usia Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta JI. Tuntungan No. 923 Yogyakarta 2,500,000 || 40 (|Komisi Lanjut Usia Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta JI. Tuntungan No. 923 Yogyakarta 2,500,000
41 |[Komisi Lanjut Usia Kec. Jetis, Kota Yogyakarta JI. P Diponegoro No. 91 Yogyakarta 2,500,000 || 41 |[Komisi Lanjut Usia Kec. Jetis, Kota Yogyakarta JI. P Diponegoro No. 91 Yogyakarta 2,500,000
42 |[Komisi Lanjut Usia Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta JI. Ibu Ruswo No. 3A Yogyakarta 2,500,000 || 42 [[Komisi Lanjut Usia Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta JI. Ibu Ruswo No. 3A Yogyakarta 2,500,000
43 |[Komisi Lanjut Usia Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta Mergangsan Kidul MG 11/1311 Yogyakarta 2,500,000 || 43 |[Komisi Lanjut Usia Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta Mergangsan Kidul MG 11/1311 Yogyakarta 2,500,000
44 |[Komisi Lanjut Usia Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta JI. Bugisan Gg. Dorodasih 16 Yogyakarta 2,500,000 || 44 ([Komisi Lanjut Usia Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta JI. Bugisan Gg. Dorodasih 16 Yogyakarta 2,500,000
45 |[Komisi Lanjut Usia Mantap Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta Mangkuyudan Mantrijeron 111/355 Yogyakarta 2,500,000 || 45 |[Komisi Lanjut Usia Mantap Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta Mangkuyudan Mantrijeron 111/355 Yogyakarta 2,500,000
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46 |[Komisi Lanjut Usia Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta JI. Munggur No.32 Yogyakarta 2,500,000 || 46 |Komisi Lanjut Usia Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta [JI. Munggur No.32 Yogyakarta 2,500,000
47 |[Komisi Lanjut Usia Adisara Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta JI. Wijiadisara 39 Yogyakarta 2,500,000 || 47 |[Komisi Lanjut Usia Adisara Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta JI. Wijiadisara 39 Yogyakarta 2,500,000
48 |Komisi Lanjut Usia Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta JI. Tompevan 219 Yogyakarta 2,500,000 (| 48 |[Komisi Lanjut Usia Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta [JI. Tompeyan 219 Yogyakarta 2,500,000
49 [[Komisi Lanjut Usia Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta JI. KH. Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta 2,500,000 (| 49 |[Komisi Lanjut Usia Kec. Ngampilan, Kota Yogvakarta JI. KH. Wakhid Hasyim No. 12 Yogvakarta 2,500,000
50 |[Komisi Lanjut Usia Danur Kencono Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta JI. Tegalpanggung No. 48 Yogyakarta 2,500,000 || 50 |[Komisi Lanjut Usia Danur Kencono Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta JI. Tegalpanggung No. 48 Yogyakarta 2,500,000
51 [[Komisi Lanjut Usia Ismovo Wredo Utomo Kec. Kraton, Kota Yoavakarta JI. Rotowiiavan No. 6 Yoavakarta 2,500,000 (| 51 |(Komisi Laniut Usia Ismovo Wredo Utomo Kec. Kraton, Kota Yoavakarta JI. Rotowiiavan No. 6 Yoavakarta 2,500,000
52 [[Lembaga Konsultasi Keseiahteraan Keluaraa (LK3) "Sekar Melati" Yoavakarta JI. Batikan No. 20 Yoavakarta 21,000,000 || 52 |Lembaaa Konsultasi Keseiahteraan Keluaraa (LK3) "Sekar Melati" Yoavakarta JI. Batikan No. 20 Yoavakarta 21,000,000
E (Kantor Kesatuan Bangsa _21,166,532,325 | E (Kantor Kesatuan Bangsa __21,166,532,325
1 |[Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Yogyakarta 1205 JI. Tegalturi 41 Umbulharjo Yogyakarta 300,000,000 1 |[Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Yogyakarta 1205 JI. Tegalturi 41 Umbulharjo Yogyakarta 300,000,000
2 |[KPU Kota Yogyakarta JI. Magelang 41 Yogyakarta 14,917,502,325 2 ||KPU Kota Yogyakarta JI. Magelang 41 Yogyakarta 14,917,502,325
3 [|Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DI Yogyakarta JI. Nyi Ageng Nis 544, Peleman, Kotagede Kota Yogyakarta 4,218,695,000 3 ||Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DI Yogyakarta JI. Nyi Ageng Nis 544, Peleman, Kotagede Kota Yogyakarta 4,218,695,000
4 |[KONI Kota Yogyakarta JI. Kapas No.I/3C Kota Yogyakarta 1,730,335,000 | 4 |[KONI Kota Yogyakarta JI. Kapas No.1/3C Kota Yogyakarta 1,730,335,000
F ([Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan 3,785,715,000 | F (Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan 3,785,715,000
1 [|Dana administrasi 13 RW se-Kota Yogyakarta @ Rp 1.500.000 Terlampir 19,500,000 1 |[Dana administrasi 13 RW se-Kota Yogyakarta @ Rp 1.500.000 [ Terlampir 19,500,000
2 [ILPMK Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogvakarta Kel. Karangwaru, Kec. Tegalreio, Kota Yogyakarta 98,120,000 || 2 [ILPMK Kel. Karangwaru, Kec. Tegalreio, Kota Yogvakarta Kel. Karangwaru, Kec. Tegalreio, Kota Yogyakarta 98,120,000
3 |[LPMK Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogvakarta Kel. Tegalreio, Kec. Tegalreio, Kota Yoavakarta 97,570,000 | 3 [ILPMK Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta 97,570,000
4 [ILPMK Kel. Bener, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta Kel. Bener, Kec. Teqalreio, Kota Yogyakarta 78,100,000 | 4 |[[LPMK Kel. Bener, Kec. Tegalrejo, Kota Yogvakarta Kel. Bener, Kec. Tegalreio, Kota Yogyakarta 78,100,000
5 |[LPMK Kel. Bumiio, Kec. Jetis, Kota Yogvakarta Kel. Bumiio, Kec. Jetis, Kota Yoavakarta 103,290,000 | 5 |[LPMK Kel. Bumiio, Kec. Jetis, Kota Yogvakarta Kel. Bumiio, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta 103,290,000
6 |[LPMK Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogvakarta Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogvakarta 86,020,000 || 6 [ILPMK Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yoavakarta Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yoagvakarta 86,020,000
7 [|LPMK Kel. Notoprajan, Kec. Naampilan, Kota Yoqgyakarta Kel. Notopraian, Kec. Ngampilan, Kota Yogvakarta 89,650,000 | 7 [[LPMK Kel. Notopraian, Kec. Naampilan, Kota Yogvakarta Kel. Notopraian, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta 89,650,000
8 |[LPMK Kel. Wirobraian, Kec. Wirobraian, Kota Yogyakarta Kel. Wirobraian, Kec. Wirobrajan, Kota Yoavakarta 93,170,000 || 8 [ILPMK Kel. Wirobrajan, Kec. Wirobraian, Kota Yogyakarta Kel. Wirobrajan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogvakarta 93,170,000
9 |[LPMK Kel. Patehan, Kec. Kraton, Kota Yoavakarta Kel. Patehan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta 80,850,000 | 9 [[LPMK Kel. Patehan, Kec. Kraton, Kota Yoayakarta Kel. Patehan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta 80,850,000
10 [LPMK Kel. Kadipaten, Kec. Kraton, Kota Yoavakarta Kel. Kadipaten, Kec. Kraton, Kota Yoavakarta 86,460,000 || 10 [ILPMK Kel. Kadipaten, Kec. Kraton, Kota Yogvakarta Kel. Kadipaten, Kec. Kraton, Kota Yogvakarta 86,460,000
11 [[LPMK  Kel. Muia Muju, Kec. Umbulhario, Kota Yogyakarta Kel. Muia Muiju, Kec Umbulhario, Kota Yoavakarta 95,260,000 || 11 [ILPMK Kel. Muia Muju, Kec. Umbulhario, Kota Yoavakarta Kel. Muja Muiju, Kec Umbulhario, Kota Yoavakarta 95,260,000
12 [[LPMK Kel. Tahunan, Kec.Umbulhario, Kota Yoavakarta Kel. Tahunan, Kec. Umbulhario, Kota Yogyakarta 102,300,000 || 12 [[LPMK Kel. Tahunan, Kec.Umbulhario, Kota Yogyakarta Kel. Tahunan, Kec. Umbulhario, Kota Yoayakarta 102,300,000
13 [[LPMK Kel. Warungboto, Kec. Umbulhario, Kota Yogyakarta Kel. Warungboto, Kec. Umbulhario, Kota Yoavakarta 83,930,000 || 13 [[LPMK Kel. Warungboto, Kec. Umbulhario, Kota Yogyakarta Kel. Warungboto, Kec. Umbulhario, Kota Yoagyakarta 83,930,000
14 [ILPMK Kel. Reiowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yoavakarta Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yoavakarta 85,250,000 || 14 [[LPMK Kel. Reiowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yoavakarta Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yoagvakarta 85,250,000
15 [[LPMK Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yoavakarta Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yoavakarta 99,000,000 | 15 |LPMK Kel. Prengaan, Kec. Kotagede, Kota Yoavakarta Kel. Prenagan, Kec. Kotagede, Kota Yoavakarta 99,000,000
16 |[LPMK Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta 87,230,000 || 16 ||LPMK Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta 87,230,000
17 |[LPMK Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta 81,950,000 || 17 [[LPMK Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta 81,950,000
18 [[LPMK Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantriieron, Kota Yoavakarta Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantriieron, Kota Yoavakarta 98,010,000 || 18 [[LPMK Kel. Survodiningratan, Kec. Mantriieron, Kota Yoayakarta Kel. Survodiningratan, Kec. Mantriieron, Kota Yoavakarta 98,010,000
19 |[LPMK Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta 90,750,000 |[ 19 ||LPMK Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta 90,750,000
20 [ILPMK Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta 97,020,000 || 20 [ILPMK Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta 97,020,000
21 [[LPMK Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yoayvakarta Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyvakarta 78,650,000 || 21 [[LPMK Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta 78,650,000
22 [LPMK Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yoagvakarta Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogvakarta 108,790,000 (| 22 [[LPMK Kel. Wirogunan, Kec. Merganagsan, Kota Yogyvakarta Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogvakarta 108,790,000
23 [ILPMK Kel. Sorosutan, Kec. Umbulhario, Kota Yoavakarta Kel. Sorosutan, Kec. Umbulhario, Kota Yogyakarta 103,070,000 || 23 |[LPMK Kel. Sorosutan, Kec. Umbulhario, Kota Yoavakarta Kel. Sorosutan, Kec. Umbulhario, Kota Yogyvakarta 103,070,000
24 ILPMK Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan, Kota Yoavakarta Kel. Patanapuluhan, Kec. Wirobraian, Kota Yoavakarta 89,685,000 || 24 |LPMK Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobraian, Kota Yoavakarta Kel. Patanapuluhan, Kec. Wirobraian, Kota Yoayakarta 89,685,000
25 |[LPMK Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta 103,620,000 || 25 |[LPMK Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta 103,620,000
26 |[LPMK Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta 78,100,000 |[ 26 ||LPMK Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta 78,100,000
27 |[LPMK Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta 90,420,000 |[ 27 ||LPMK Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta 90,420,000
28 |[LPMK Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta 98,010,000 |[ 28 ||LPMK Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta 98,010,000
29 |[LPMK Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta 100,320,000 || 29 |[LPMK Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta 100,320,000
30 |[LPMK Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta 89,760,000 |[ 30 ||LPMK Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta Kel. Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta 89,760,000
31 [[LPMK  Kel. Tegalpanaquna. Kec. Danureian, Kota Yoavakarta Kel. Tegalpanaguna, Kec. Danureian, Kota Yogvakarta 96,250,000 | 31 |LPMK Kel. Teqalpanaguna, Kec. Danureian, Kota Yoavakarta Kel. Tegalpanaauna, Kec. Danureian, Kota Yoavakarta 96,250,000
32 |[LPMK Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta 92,400,000 |[ 32 ||LPMK Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta 92,400,000
33 [LPMK Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yoavakarta Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yoayakarta 95,480,000 || 33 [[LPMK Kel. Ngampilan, Kec. Naampilan, Kota Yoavakarta Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogvakarta 95,480,000
34 [LPMK Kel. Pakuncen, Kec. Wirobraian, Kota Yoavakarta Kel. Pakuncen, Kec. Wirobraian, Kota Yoavakarta 94,490,000 || 34 [[LPMK Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yoavakarta Kel. Pakuncen, Kec. Wirobraian, Kota Yogvakarta 94,490,000
35 |[LPMK Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta 114,510,000 || 35 |[LPMK Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta 114,510,000
36 |[LPMK Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta 102,300,000 || 36 |[LPMK Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta 102,300,000
37 |[LPMK Kel. Gunungketur, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta Kel. Gunungketur, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta 85,250,000 |[ 37 ||LPMK Kel. Gunungketur, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta Kel. Gunungketur, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta 85,250,000
38 |[LPMK Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta 101,860,000 || 38 |[LPMK Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta Kel. Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta 101,860,000
39 |[LPMK Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta 99,770,000 || 39 ||LPMK Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta 99,770,000
40 [[LPMK Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta 108,900,000 (| 40 |[LPMK Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta 108,900,000
41 |[LPMK Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta 100,650,000 || 41 |[LPMK Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta 100,650,000
G |2 Kecamatan Se Kota Yogyakarta G |2 Kecamatan Se Kota Yogyakarta

1 [|Administrasi 329 RT se Kota Yogyakarta @ Rp 1.200.000 Terlampir 394,800,000| 1 [Administrasi 329 RT se Kota Yogyakarta @ Rp 1.200.000 Terlampir 394,800,000

Jumlah : 57,235,161,325 Jumlah : 57,235,161,325

WALIKOTA YOGYAKARTA,
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DAFTAR PERUBAHAN NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran IV

Peraturan Walikota Yo&/sakarta

Nomor 13 Tahun 2

Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor
Penjabaran Al

7 Tahun 2015 Tentang .
n/ggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

Keterangan
No Nama Penerima Alamat Penerima Jumlah (Rp) [No Nama Penerima Alamat Penerima Jumlah (Rp)
A |Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1,867,935,000 || | [Bantuan Sosial Yang Direncanakan 757,935,000
| (Bantuan Sosial Yang Direncanakan 757,935,000 || A |[Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 757,935,000
1 [[Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) ‘Teratai" Yogyakarta JI. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta 20,000,000 || 1 [[Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 'Teratai" Yogyakarta JI. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta 20,000,000
2 |[Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Sekar Melati" Yogyakarta JI. Batikan No. 20 Yogyakarta 20,000,000 || 2 |[Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Sekar Melati" Yogyakarta JI. Batikan No. 20 Yogyakarta 20,000,000
3 [katan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Yogyakarta JI. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta 220,000,000 || 3 [lkatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Yogyakarta JI. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta 220,000,000
4 |[Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Yogyakarta Gedung LBK, Darakan KG 1//1046 RT.31 RW.13 Prenggan, Kotagede 35,000,000 || 4 |[Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Yogyakarta Gedung LBK, Darakan KG 11/1046 RT.31 RW.13 Prenggan, Kotagede 35,000,000
Yogyakarta Yogyakarta
5 |llkatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Tahunan, UH, Kota Yogyakarta JI. Tuntungan UH 11I/924 Yogyakarta 36,000,000 || 5 |/lkatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Tahunan, UH, Kota Yogyakarta JI. Tuntungan UH 11I/924 Yogyakarta 36,000,000
6 [lkatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Giwangan, UH, Kota Yogyakarta JI.Pemukti UH 7/700 Yogyakarta 39,600,000 || 6 [lkatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Giwangan, UH, Kota Yogyakarta JI.Pemukti UH 7/700 Yogyakarta 39,600,000
7 ||lkatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Panembahan, KT, Kota Yogyakarta JI. Gamelan No. 11 Yogyakarta 39,600,000 || 7 [{lkatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Panembahan, KT, Kota Yogyakarta JI. Gamelan No. 11 Yogyakarta 39,600,000
8 [lkatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Kadipaten, KT, Kota Yogyakarta nDalem Mangkubumen KT II/372 Kota Yogyakarta 36,000,000 || 8 [lkatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Kadipaten, KT, Kota Yogyakarta nDalem Mangkubumen KT 1111372 Kota Yogyakarta 36,000,000
9 |/lkatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Brontokusuman, MG, Kota Yogyakarta JI. Sisingamangaraja No. 21 Yogyakarta 39,600,000 || 9 |/lkatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Brontokusuman, MG, Kota Yogyakarta JI. Sisingamangaraja No. 21 Yogyakarta 39,600,000
10 [[lkatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Demangan, GK, Kota Yogyakarta JI. Munggur Gang Srikandi No. 32 Yogyakarta 36,000,000 || 10 ([lkatan Pekeria Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Demangan, GK, Kota Yogyakarta JI. Munggur Gang Srikandi No. 32 Yogyakarta 36,000,000
11 [[Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia Potensial (UEP-LU) melalui IPSM Kel. [[nDalem Mangkubumen KT. lll/372 Kota Yogyakarta 18,750,000 || 11 [[Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia Potensial (UEP-LU) melalui IPSM Kel. [[nDalem Mangkubumen KT. IlI/372 Kota Yogyakarta 18,750,000
Kadipaten, KT, Kota Yogyakarta Kadipaten, KT, Kota Yogyakarta
12 [[Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia Potensial (UEP-LU) melalui IPSM Kel. |[JI. Kresno No. 1 Mancasan Kota Yogyakarta 18,750,000 || 12 [[Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia Potensial (UEP-LU) melalui IPSM Kel.|[JI. Kresno No. 1 Mancasan Kota Yogyakarta 18,750,000
Wirobrajan, WB Kota Yogyakarta Wirobrajan, WB Kota Yogyakarta
13 [[Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia Potensial (UEP-LU) melalui IPSM Kel. ||JI. Karangmiri UH VII/330 Yogyakarta 18,750,000 || 13 [[Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia Potensial (UEP-LU) melalui IPSM Kel. |[JI. Karangmiri UH VII/330 Yogyakarta 18,750,000
Giwangan, UH Kota Yogyakarta Giwangan, UH Kota Yogyakarta
14 [[Panti/Asrama SLB G/A-B Helen Keller Indonesia JI. RE. Martadinata No. 88 A, Wirobrajan, Yogyakarta 10,000,000 || 14 [|[Panti/Asrama SLB G/A-B Helen Keller Indonesia JI. RE. Martadinata No. 88 A, Wirobrajan, Yogyakarta 10,000,000
15 [|Panti Asuhan Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam JI. Parangtritis No. 46 Yogyakarta 27,000,000 || 15 |[Panti Asuhan Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam JI. Parangtritis No. 46 Yogyakarta 27,000,000
16 [|Panti Wreda Hanna Surokarsan MG /267 Yogyakarta 17,000,000 | 16 [|Panti Wreda Hanna Surokarsan MG /267 Yogyakarta 17,000,000
17 |[PSAAP Tunas Harapan Bala Keselamatan JI. Kenari No. 7 Miliran, Muja-Muju, Yogyakarta 17,000,000 || 17 [PSAAP Tunas Harapan Bala Keselamatan JI. Kenari No. 7 Miliran, Muja-Muju, Yogyakarta 17,000,000
18 |[Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah JI. Munir 109, Serangan, Yogyakarta 29,000,000 |f 18 [|Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah [JI. Munir 109, Serangan, Yogyakarta 29,000,000
19 [[Panti Asuhan Yatim Putra Islam Giwangan UH VII-2, Yogyakarta 20,000,000 || 19 |[Panti Asuhan Yatim Putra Islam Giwangan UH VII-2, Yogyakarta 20,000,000
20 (|Panti Asuhan Islam Ibadah Bunda Bangirejo KW 1/50, Yogyakarta 12,885,000 | 20 |Panti Asuhan Islam Ibadah Bunda Bangirejo KW 1/50, Yogyakarta 12,885,000
21 [|Panti Asuhan Reksa Putra Bagian Putri Resonegaran GK. V/1291 Yogyakarta 13,000,000 | 21 |[Panti Asuhan Reksa Putra Bagian Putri Resonegaran GK. V/1291 Yogyakarta 13,000,000
22 (|Panti Asuhan Putra Muhammadiyah JI. Lowanu MG 11I/1361 Yogyakarta 17,000,000 | 22 |[Panti Asuhan Putra Muhammadiyah JI. Lowanu MG 1lI/1361 Yogyakarta 17,000,000
23 [|Panti Lembaga Kesejahteraan Sosial Pembina Pendidikan Anak Cacat Grahita JI. Imogiri 224 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 17,000,000 [ 23 [|Panti Lembaga Kesejahteraan Sosial Pembina Pendidikan Anak Cacat Grahita JI. Imogiri 224 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 17,000,000
(LKSPPAG) (LKSPPAG)
Il |Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan _1,110,000,000 || j; {Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan 1,390,000,000
A [Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi _1,110,000,000
1 ||Santunan Kematian (900 org @ 1.200.000,-) 1,080,000,000
2 |[Bantuan orang terlantar yang kehabisan bekal 30,000,000
B (|Badan Penanggulangan Bencana Daerah 280,000,000 | B [Badan Penanggulangan Bencana Daerah 280,000,000
Bantuan Korban Musibah Kebakaran 280,000,000 || 1 [[Bantuan Korban Musibah Kebakaran 280,000,000

Jumlah

2,147,935,000

Jumlah

2,147,935,000

WALIKOTA YOGYAKARTA,
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nowcanyan ||

||No|| Nama Penerima " Alamat Penerima " Jumlah (Rp) ||No|| Nama Penerima " Alamat Penerima " Jumlah (Rp)










